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Perihal : Laporan Keuangan Tahunan Tabhun 2025

Dengan Hormat,

Bersadarkan POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melahn Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Kevangan Bagi Bank Perekonomian
Rakyat dan surat Edaran Otoritas Jaza Keuangan Mo, &/SEOQJK 03/2024 2024 tenkang
Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Kevangan dan Transparansi Kondisi
Keunngan Bagi Bank Perckonomian Rakyat , serta POJE Nomor 9 tahun 2024 tentang
Pencrapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, pasal 102 poin (3), bagian kesatu Laporan
Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola.

Maka Bersama mi kami sampaikan Laporan Kenangan PT BPR Nusamba Singapama
Periode Tahun Bukn 2025

Demikign kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,

Hormat Kam:,
PT. BPFE. NUSAMBA SINGAPARMA
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SURAT PENGANTAR

Mo OVSGRDIR2026 Tasikmalaya, 23 Januari 2026

Kepada Yth :

Kepela Doritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor Perwakilan Tasikmataya

I. HZ. Muszioia No. 339 A
Tasikmalaya

Perihal : Laporan Kevangan Tahunan Tahun 2025
Dengan Hormat,

Bersadurkan POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otorilas
Jasa Keusngan dan Transparansi Kondisi Kevangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan surat
Edaran Otoritas Jasa Kevangan Ne, 6WSEOJK.03/2024 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem
Pelaporan Otoritas  Jasa Keuangan dan  Transparansi Kondisi Kevangan Bagi Bank
Perekonomian Rakyat.

Maka Bersama ini kami sampaikan Laporan Keusngan PT BPR Musamba Singaparma Periode
Tahun Buku 2025,

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,

Hormat kami,
BPR NUSAMBA SINGAPARNA /f
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Direkiur Utama n usam h d Direkinr

L nusamba skngaparno

CC. Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Singaparma
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SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Sayn yang bertanda tangan di bawah i ;

Mama Lengkap : Eddy Muchtadi, SE.

NIK » 3206290203670001

Alamat Lengkap ¢ Perum Bukil Rancapaku Indah JI. Piranha Blok F 58/59 RT. (03 RW.
004 Rancapaku Padakembang Taskmalaya

Jabatan : Direktur Utama

Nama Perusahaan *PT BPR Nusamba Singaparna
NPWP Perusahaan 01 445596 8425000

Dengan i menvatakan dengan sesunppuhnya, bahwa -

. Untuk dan atas nama Perusahaan Laporan Kevangan Audil Perusahaan Tahun Buku
2025 telah di Audit oleh Akuntan Publik ; Kanm., SE., Ak, CA., Asean CPA., CFl1
BEF, déngan Nama Kantor Akuntan Publik : KAP Joje Sunarjo & Rekan.

2. Data danatan informasi Laporan Keuangan Talunan 2025 vang disampaikan PT BPR
Nuosamba Smgapama adalah Benar

3. Bertangpung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan
kevangan BPR sesuai dengan POJE.

4. Hasil pemlaian terhadap ofcktivitas pengendalian iniernal dalam proses pelaporan
kevangan BEPR telah sesuai dengan POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Demikian surat pernyataan i dibuat dengan schenar-benamya uniuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya, Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak bensr, sava bersedia untuk
memperianggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan persturan perundang-undangan
vang berlaku

Tasikmalaya, 23 Januari 2026

[ Edd uch'h‘i}' EE!;".‘_-.! Eingapama
Direktur Utama
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KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Perekonomian Rakyat, serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan
Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba
Singaparna, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR
Nusamba Singaparna. Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan Good Cor porate Governance
yang telah dilakukan selama tahun 2024 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di
dalam organsiasi BPR Nusamba Singaparna, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor
penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan

pel aksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

Aspek pemegang saham;

Pel aksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
K elengkapan dan pel aksanaan tugas komite;

Penanganan benturan kepentingan;

Penerapan fungs kepatuhan;

Penerapan fungs audit intern;

Penerapan fungsi audit ekstern;

© © N o g bk~ w DN PP

Penerapan mangjemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern

10. Batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;dan

12. Rencanabisnis BPR dan BPR Syariah.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran
serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informas tentang
pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance PT BPR Nusamba Singaparna dan dapat

dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
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BAB |

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

Dengan semakin meluasnya pelayanan diserta peningkatan volume usaha Bank
Perekonomian Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pularisiko BPR sehingga mendorong
kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR.

PT BPR Nusamba Singaparna (yang selanjutnya disebut “Bank Nusamba Singaparna’)
adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka
meningkatkan kinerja Bank Nusamba Singaparna, melindungi pemangku kepentingan
(stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta
nilai-nilai etikayang berlaku.

Bank Nusamba Singaparna terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja
perbankan, dan Bank Nusamba Singaparna juga terus memperkuat komitmen untuk selalu
meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada
seluruh tingkatkan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan
diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders, baik intern
maupun ekstern.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Singaparna untuk
laporan posisi akhir bulan Desember 2025, yang merupakan salah satu dari laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan
(transparancy) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9
Tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank
Perekonomian Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOQJK.03/2024
tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

B. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelolayaitu :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah
terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK)



Peraturan Otoritas Jasa K euangan Nomor 62/POJK.03/2021 tentang Bank Perkreditan
Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan
TataKelolaBagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan
TataKelolaBagi Bank Perekonomian Rakyat.;

C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pel aksanaan tata kelola Bank memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut :

1.

2.

Keterbukaan (Transparncy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
Akuntabilitas  (Accountability) yaitu keelasan fungss dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengel olaannya berjalan secara ef ektif;
Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR
yang sehat;

Independensi  (Independency) yaitu pengelolaan BPR secara professiona tanpa
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;

Kewgjaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Struktur Tata Kelola Bank Nusamba Singaparna
Struktur Tata Kelola Bank Nusamba Singaparna dibuat untuk penerapan chech dan balance,
sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Struktur Tata Kelola Bank Nusamba Singaparna terdiri atas :

1.

ok wbd

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Dewan Komisaris;

Direksi;

PE Kepatuhan merangkap PE Manajemen Risiko dan APU PPT PPPSPM
PE Audit Intren

Seluruh bagian pada struktur tata kelola Bank Nusamba Singaparna memiliki tugas,
kewenangan, serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta
masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.



BAB I

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direks

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1 | Nama : Eddy Muchtadi, SE.
NIK : 1019.203.SP
Jabatan : Direktur Utama : Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab
» TUGAS
1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segaa kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjaankan
segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan
yang jelas.

Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau
keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat
dalam daftar khusus.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah
rapat Direksi.

Membuat |aporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.

Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen
Perseroan.

Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan
kepada Pemegang Saham.

Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setel ah ditelaah oleh Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
buku perseroan berakhir.

Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian
yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU PPT & PPPSPM.

Membuat pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secaratertulis.

. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan

dan Perundang undangan.

Memastikan penerapandan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen.
Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara
optimal.

Menjaga likuiditas secara optimal.

Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.

Memastikan sistem/prosedur operasiona dan perkreditan dilaksanakan sesuai
ketentuan.

Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.
Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan
Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit.




18. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan
kondisi/lokas jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan
usaha calon debitur.

19. Menyelesaikan kredit bermasalah melaui jalur hukum dengan tetap
berpedoman pada prinsip cost and benefit.

20. Meningkatkan keterampilaan dan profesionalisme sumber daya manusia.

21. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efesien dan
produktif.

22. Berkewajiban bekerja secarakolegial dan transparan.

23. Independen terhadap pemegang saham pengendali.

24. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran
dasar Bank.

25. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta
rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus
Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.

27. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.

28. Memastikan tersel enggarannya pel aksanaan Good Corporate Governance
dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
operasional berdasarkan dengan prinsip kehati — hatian.

29. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang
berlaku

30. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern
Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau
hasil pengawasan otoritas lainnya

31. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di
bidang kepegawaian.

32. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

33. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja,
Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

34. Mematuhi ketentuan tentang K epatuhan atau ketentuan lain yang serupayang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa K euangan.

35. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direks

36. Melaksanakan budaya M anajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi

37. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan
Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

38. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Mang emen Risiko telah beroperas
secara independen.

39. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya
peningkatannya; dan

40. Memastikan bahwa
a. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha,

pencapai an tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah
BPR.




b. Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusiayang
terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;

c. Tersedianyasistem pengelolaan pengamanan informasi (information
security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada
satuan kerja penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; dan

d. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan
secara efektif.

Memastikan pelaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan

Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

» TANGGUNG JAWAB

1

2.
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan

o o

7.

Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan
pemasaran serta Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya
Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efesien.

perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan

masyarakat.

Tercapainyatarget sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU PPT

& PPPSPM, yang meliputi :

a. Memastikan memiliki Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU
PPT & PPPSPM;

b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis
mengenai penerapan program APU PPT & PPPSPM kepada Dewan
Komisaris;

c. Memastikan penerapan program APU PPT & PPPSPM dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM;

e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan
program APU PPT & PPPSPM;

f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan

program APU PPT & PPPSPM sgalan dengan perubahan dan
pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta
sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan
Terorisme;

g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja
terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan
penerapan program APU PPT & PPPSPM secara berkala.

Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan

pengawasan intern.

8. Memastikan berjalannya penerapan fungs Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
0.

Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manaemen
Risiko secaratertulis.

10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan




11

12

13

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Direksi.
. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Mangemen Risiko pada seluruh
jenjang organisasi.
. Memastikan peningkatan kompetenss Sumber Daya Manusia yang terkait
dengan Kepatuhan dan Mangemen Risiko.

. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Mangemen Risiko telah beroperas

secaraindependen.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Managemen
Risiko dan eksposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.

Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada
seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang
diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara
efektif dan efisien.

Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional
Bank.

Bertanggung jawab penuh atas pel aksanaan kepengurusan Bank.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui
Rapat Umum Pemegang Saham.

Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Tekhnologi
Informasi.

Bertanggung Jawab dalam penyusunan dan pelaksanakan rencana kegiatan
dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya K epatuhan dan Anti Fraud

Nama

H. Nono Roehiono, SE.

NIK

1023.224.SP

Jabatan : | Direktur Operasional Merangkap

Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

>
1

ok

TUGAS

Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kgjadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan
segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan
yang jelas.

Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau
keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam
daftar khusus.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat
Direksi.

Membuat Iaporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.

Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesual ketentuan
dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Memelihara seluruh daftar, risdlah dan dokumen keuangan dan dokumen




perseroan.

7. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja
untuk mencapai anggaran.

8. Bersama-sama Direktur Utama menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS
setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

9. Memastikan bahwa pegabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian
yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU PPT & PPPSPM.

10. Bersama — sama Direktur Utama membuat Pedoman kebijakan dan Prosedur
Perkreditan.

11. Memastikan penerapan dan pel aksanaan tentang Perlindungan K onsumen.

12. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, perkreditan dan permodalan
secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik.

13. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.

14. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai
ketentuan.

15. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.

16. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan
Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit.

17. Dalam ha diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan
kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan
usaha calon debitur.

18. Meningkatkan keterampilaan dan profesionalisme sumber daya manusia.

19. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efesien dan
produktif.

20. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawa dan memastikan
pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.

21. Berkewajiban bekerja secarakolegial dan transparan.

22. Independen terhadap pemegang saham pengendali.

23. Berkewgjiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran
dasar Bank.

24. Berkewagjiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta
rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

25. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank
serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.

26. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.

27. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam
setigp kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional
berdasarkan dengan prinsip kehati — hatian.

28. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang
berlaku

29. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank,
auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil
pengawasan otoritas lainnya

30. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di
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bidang kepegawaian.

31. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

32. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu
Kerja dan Peraturan Rapat.

33. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang dikeluarkan
oleh Otoritas Jasa K euangan.

34. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direks

35. Melaksanakan budaya M anajemen Risiko pada seluruh jenjang organisas

36. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan
K epatuhan dan Mangjemen Risiko.

37. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Managjemen Risiko telah berjalan
secara independen.

41. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya
peningkatannya; dan

42. Memastikan bahwa:

a. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha,

pencapai an tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR.

b. Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait

dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi;

c. Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security

management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja

penyelenggara dan pengguna Teknologi Informasi; dan

d. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara

efektif.

43. Memastikan  pelaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan
Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

TANGGUNG JAWAB

Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan

Manajemen Risiko secara optimal.

Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efesien .

Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan

perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan

masyarakat.

Tercapainyatarget sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU PPT

& PPPSPM, yang meliputi :

a. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan
PPT;

b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis
mengenal  penergpan programn APU PPT & PPPSPM kepada Dewan
Komisaris;

c. Memastikan penerapan program APU PPT & PPPSPM dilaksanakan sesual
dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

= v
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20.
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22.

d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM;

e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan
program APU PPT & PPPSPM;

f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengena penerapan
program APU PPT & PPPSPM sgaan dengan perubahan dan
pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta
sesual dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan
Terorisme;

g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja
terkait dan pegawal baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan
penerapan program APU PPT & PPPSPM secara berkala.

Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan

pengawasan intern.

Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Mangjemen Risiko.

Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko

secaratertulis.

Mengevaluasi dan memutuskan transaks yang memerlukan persetujuan direksi.

M engembangkan budaya K epatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang

organisasi.

Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan

Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Mangjemen Risiko telah beroperasi

secara independen.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen

Risiko dan eksposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.

Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada

seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang

diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara

efektif dan efisien.

Bersama-sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada Pemegang

Saham atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan,

Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

kepengurusan Bank.

Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan

dan pengembangan Tekhnologi Informasi.

Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyusunan dan

pelaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan

dan Inklusi Keuangan.

Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya K epatuhan dan Anti Fraud
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Tambahan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Y ang Membawahknan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tugas

1) Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, menjain kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan
segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan
yang jelas.

2) Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau
keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat
dalam daftar khusus.

3) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risdlah RUPS dan risalah
rapat Direksi.

4) Membuat |aporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.

5) Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai
ketentuan.

6) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen
perseroan.

7) Bekerja sama dengan Direktur Utama menyusun rencana kerja dan anggaran
tahunan.

8) Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana
kerjauntuk mencapai anggaran.

9) Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
buku perseroan berakhir.

10) Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian
yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU PPT & PPPSPM.

11) Bersama — sama Direktur Utama membuat Pedoman kebijakan dan Prosedur
Perkreditan.

12) Memastikan penerapandan pel aksanaan tentang Perlindungan Konsumen.

13) Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, perkreditan dan permodalan
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secara optimal untukmencapai tingkat kesehatan yang baik.

14) Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.

15) Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesual
ketentuan.

16) Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.

17) Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan
Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit.

18) Dalam ha diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan
kondisi/lokas jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui
kelayakan usaha calon debitur.

19) Meningkatkan keterampilaan dan profesionalisme sumber daya manusia.

20) Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusshaan agar efesien dan
produktif.

21) Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan memastika
pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.

22) Berkewajiban bekerja secarakolegia dan transparan.

23) Independen terhadap pemegang saham pengendali.

24) Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran
dasar Bank.

25) Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta
rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

26) Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus
Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.

27) Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.

28) Memastikan terselenggarannya pelaksanaan Good Corporate Governance
daam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
operasional berdasarkan dengan prinsip kehati — hatian.

29) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang
berlaku

30) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern
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Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau
hasil pengawasan otoritas lainnya

31) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di
bidang kepegawaian.

32) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

33) Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja,
Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

34) Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa K euangan.

35) Mengevaluass dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
Direksi

36) Melaksanakan budaya M anajemen Risiko pada seluruh jenjang organisas

37) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait
dengan Kepatuhan dan Mang emen Risiko.

38) Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi
secara independen.

Tanggung jawab antar lain:

1) Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan
pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.

2) Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efesien

3) Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan
perbankan dan perundang- undangan yang berlaku.

4) Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan
masyarakat.

5) Tercapainyatarget sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

6) Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU
PPT & PPPSPM.

7) Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan
pengawasan intern.

8) Memastikan berjalannya penerapan fungs Kepatuhan dan Mang emen Risiko.
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9)  Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan mangemen
risiko secaratertulis.

10) Mengevaluast dan memutuskan transaks yang memerlukan persetujuan
direksi.

11) Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Mangemen risiko pada seluruh
jenjang organisasi.

12) Memastikan peningkatan kompetenss sumber daya manusia yang terkait
dengan Kepatuhan dan Mang emen Risiko.

13) Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Mangjemen Risiko telah beroperasi
secara independen.

14) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manaemen
risiko dan eksposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.

15) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada
seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang
diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

16) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungs kepengurusan Bank secara
efektif dan efisien.

17) Bersama-sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada Pemegang
Saham atas jalannya operasional Bank.

18) Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan Bank.

19) Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait
1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);

2. Kebijakan Mangjemen Risiko;

3. APU-PPT & PPPSPM;

4. Laporan Hasll Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAL.

5. Direks telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris
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2. Pelaksanaan Tugasdan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No | Nama : | H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.
NIK . | 0516.178.SP
Jabatan . | Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :
» TUGAS

1. Mengawasi kebijakan Direksi.

APU PPT & PPPSPM, yaitu :

program APU PPT & PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;

terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM;

mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR);
e. Memantau pengkinian profil nasabah;

—h

Memantau penyusunan laporan STR;

0 @

karyawan mengenai program APU PPT & PPPSPM; dan

Direksi.

mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.

semesteran.

6. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi.
7. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan.

2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program

a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi

c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau

Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang

Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan;

Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada

i. Memastikan sistem pencatatan yang baik untuk identifikasi STR.
3. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh

4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan

5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan

dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara
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No

Nama

H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.

NIK

0516.178.SP

Jabatan

Komisaris Utama

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Mengevaluasi pelaksanaan Rer;cana Bisnis Bank.

Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham setiap

bulan.

Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang

setiap semester.

Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau

keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.

Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direks

diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun

anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melaui rapat Dewan

Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota

Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Daam ha diperlukan oleh Instansi yang berwenang, anggota Dewan

Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip

Good Corporate Gover nance (GCG).

Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian
intern Bank.

c. Penetapan fungs Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

d. Batas Maksimum penyaluran Dana.

e. Transparans kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Memantau dan mengevaluasi pel aksanaan kebijakan strategis Bank.

Memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan

dan pengembanganTekhnologi Informasi yang bersifat mendasar .
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No | Nama H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.
NIK 0516.178.SP
Jabatan Komisaris Utama

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau

rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor

Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern.

Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sgak ditemukannya:

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
Perbankan;

b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendas yang

diberikan terutama dalam ha terjadi penyimpangan dari ketentuan

perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.

Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Mangemen

Risiko.

Mengevaluasi pertanggungjawaban Direks atas pelaksanaan kebijakan

Kepatuhan dan Mangemen Risiko.

Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan

dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan

Teknologi Informasi BPR.

Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka

meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

TANGGUNG JAWAB

Memastikan Operasional BPR, berjaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengena perseroan maupun usaha perseroan, dan
memberi nasehat kepada Direksi.

Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Mangemen
Risiko.
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No

Nama

H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.

NIK

0516.178.SP

Jabatan

Komisaris Utama

10.

11.

Memastikan penerapan Fungs.i Kepatuhan dan Mangemen Risiko oleh
Direksi.

Mengevaluasi pertanggungjawaban Direks atas pelaksanaan kebijakan
Kepatuhan dan Manajemen risiko.

Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan
dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam
hal pemberian kredit kepada pihak terkait.

Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku
dan anggaran dasar Bank.

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan
efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor
Ekternal dan Otoritas Jasa K euangan.

Memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Tekhnologi Informasi.
Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam
rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti
Fraud

No

Nama

Nurdin, SH,. MM.

NIK

1015.177.SP

Jabatan : | Komisaris Anggota

Tugas
>
1
2.

dan Tanggung Jawab :

TUGAS

Bersama-sama K omisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi.

Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap

pelaksanaan penerapan Program APU PPT & PPPSPM, yaitu :

a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan
program APU PPT & PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi
terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM;

c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris,

d. Memastikan adanya sistem identifikas nasabah dan transaksi yang
mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR);
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No | Nama Nurdin, SH,. MM.
NIK 1015.177.SP
Jabatan Komisaris Anggota

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15.

16.

e. Memantau pengkinian profil nasabah;

f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang
disampaikan;

g. Memantau penyusunan laporan STR;

h. Memantau Kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada
karyawan mengenai program APU PPT & PPPSPM; dan

i. Memastikan sistem pencatatan yang baik untuk identifikasi STR.

Bersama — sama Komisaris Utama menyetujui  seluruh  Standar

Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi.

Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang

telah dibuat oleh Direkss dan mengkomunikasikan kepada Pemegang

Saham.

Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap

pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan

kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.

Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat / saran kepada

Direks.

Bersama-sama K omisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulan.

Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi Pelaksanaan Rencana

Bisnis Bank.

Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil

pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan.

Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil

pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester.

Bersama-sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dewan Komisaris

dan menyimpan salinannya.

Bersama-sama Komisaris Utama melaporkan kepada Perseroan tentang

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan

perseroan lain.

Bersama-sama Komisaris Utama mengelola BPR untuk sementara apabila

seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak

mempunyal  seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris

melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada

seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dalam hal diperlukan oleh Instans yang berwenang, anggota Dewan

Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

Bersama-sama Komisaris Utama memberikan arahan dan melakukan

pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengembanganTekhnologi

Informasi yang bersifat mendasar .

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip

Good Corporate Gover nance (GCG).

Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas

terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank
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No | Nama Nurdin, SH,. MM.
NIK 1015.177.SP
Jabatan Komisaris Anggota

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

27.

>

pada seluruh tingkatan atau Jenjang organisasi. dimana paling kurang

harus diwujudkan dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;

b. Kelengkapan dan pelaksanaan fungs yang menjalankan pengendalian
intern Bank;

c. Penetapan fungs Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern;

d. Batas Maksimum penyaluran Dang;

e. Transparans kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Bersama-sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi

pel aksanaan kebijakan strategis Bank.

Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direks telah

menindaklanjuti temuan Audit dan/atau rekomendas dari hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris

dan/atau Auditor Ekstern.

Bersama-sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada

OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
Perbankan;

b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Bersama-sama Komisaris Utama melakukan tindak lanjut dari hasil

pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi

penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan

prinsip kehati-hatian Bank.

Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku

dan anggaran dasar Bank.

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan

efisien sertaterpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor

Ektermal dan Otoritas Jasa K euangan.

Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan

Mangjemen Risiko.

Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluas pertanggungjawaban

Direks atas pelaksanaan kebijakan Managemen Risiko.

Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluass dan memutuskan

permohonan Direks yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris

Bersama sama Komisaris Utama mengevaluas rencana dan pelaksanaan

kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi

Keuangan.

TANGGUNG JAWAB

1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR,
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bersamasama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas
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No

Nama

Nurdin, SH,. MM.

NIK

1015.177.SP

Jabatan

Komisaris Anggota

0.

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat
kepada Direksi.

Bersama-sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan
fungsi Kepatuhan dan Mang emen Risiko.

Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluas
kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko paling sedikit satu kali
dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan
yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan fungs
K epatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi

Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi  pertanggungjawaban
Direks atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko,
paling sedikit setiap semester.

Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluass dan memutuskan
permohonan Direksi yang berkaitan  dengan transaks yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam ha pemberian
kredit kepada pihak terkait.

Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Direkss memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan
Literas Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penyelenggaraan dan
pengembanganTekhnologi Informasi.

10. Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan

Anti Fraud

Rekomendasi kepada Direksi :
Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direks

terkait:

1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);

2. Kebijakan Manaemen Risiko;

3. APU-PPT;

4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI.
Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris
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3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Kerena BPR memiliki modal inti berapa Rp 9.743.803.364,-, maka TIDAK WAJIB
MEMBENTUK KOMITE AUDIT DAN KOMITE MEMANTAU RISIKO

TUGAS TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA KOMITE DILAKSANAKAN
OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

a. Tugasdan Tanggung Jawab Komite

No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1 | Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;

b. Melaksanakan tugas pemantauan dan evaluas atas perencanaan dan
pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, dalam
rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan
mel akukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);

2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);

3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi
BPR;

4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh DIreksi atas hasil temuan SKAI, akuntan
public, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), dan/atau otoritas lainnya.

c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan
Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada RUPS;

d. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit
dan melakukan review jika dipandang perlu;

e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan
Komisaris.

2 | Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab :
a. Daam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite

Pemantau Risiko paling sedikit melakukan :

1) Evauas tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan
pel aksanaan kebijakan tersebut;

2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Mangjemen Risiko
dan Satuan Kerja Mana emen Risiko.

Melakukan review penerapan mangemen risiko yaitu :

1) Laporan profil risiko;

2) Laporan tingkat kesehatan bank;

3) Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 4 (empat) jenis risiko yaitu
risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.
Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,

pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko;
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No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite

d. Melakukan evaluas kepatuhan Bank Nusamba Singaparna terhadap peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
terkait dengan Manajemen Risiko;

e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan
Komisaris.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No | Nama | NIK | Keahlian Komite Pihak
Audit | Peamatau | Remunerasi | Independen
Risiko dan (Yal Tidak)

Nominasi

c. Program Kerja dan Realisas Program Kerja Komite yang dilaksanakan Anggota
Dewan Komisaris

No | Program Kerja dan Redlisasi Program Kerja Komite

1 Komite Audit

Program Kerja

a. Melakukan pemantauan dan evaluas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
SKAI dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI tahun 2025;

b. Melakukan evaluas terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan historis tahunan termasuk
kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar
audit;

c. Melalakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direks atas hasil
temuan intern dan ekstern;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pel aksanaan tugas SKAI;

e. Meakukan pemantuan dan evaluas terhadap kesesuaian laporan keuangan
dengan standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Nusamba Singaparna;

f. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk
pemeriksaan keuangan tahun buku 2025

Redlisas :

a. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
SKAI dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI tahun 2025;

b. Telah melakukan evaluas terhadap hasil audit oleh Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan historis tahunan termasuk
kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar
audit;

c. Telah melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direks atas
hasil temuan intern dan ekstern,

d. Telah melakukan pemantauan dan evaluas terhadap pelaksanaan tugas SKAI;

e. Telah melakukan pemantauan dan evaluas terhadap kesesuaian laporan
keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Nusamba
Singaparna;
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No | Program Kerjadan Redlisasi Program Kerja Komite
f. Telah memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntansi Publik untuk
pemeriksaan keuangan tahun buku 2025.
Jumlah Rapat : 26 (dua puluh enam) kali
2 | Komite Pemantau Risiko

Program Kerja

a Melakukan pemantauan kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;

b. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank Nusamba Singaparna terhadap peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan lainnya yang terkait
dengan Managjemen Risiko;

c. Meakukan evaluasi tentang kesesuaian anatara kebijakan Mangjemen Risiko
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Mangemen
Risiko dan Satuan Kerja Mangjemen Risiko.

Redlisas :

a. Telah melakukan pemantauan kecukupan proses identifikas, pengukuran,
pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;

b. Telah melakukan evaluasi kepatuhan Bank Nusamba Singaparna terhadap
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perundang-undangan lainnya
yang terkait dengan Manajemen Risiko;

c. Telah melakukan evaluas tentang kesesuaian anatara kebijakan Mangemen
Risiko dengan pel aksanaan kebijakan tersebut;

d. Telah melakukan pemantauan dan evaluas pelaksanaan tugas Komite
Mangjemen Risiko dan Satuan Kerja Mang emen Risiko.

Jumlah Rapat : 26 (dua puluh enam) kali

. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKS

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Persentase
No Nama Anggota Direksi NIK Nominal (Rp) Kepemilikan
(%)
1 Eddy Muchtadi, SE. 1019.203.SP 0 0.00
2 H. Nono Roehiono, SE. 1023.224.SP 0 0.00
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
o Sandi NETTEL Persentase
No Nama Anggota Direksi NIK B Perusahaan Kepemilikan
ank .
Lain (%)
1 Eddy Muchtadi, SE. 1019.203.SP 0 0.00
2 H. Nono Roehiono, SE. | 1023.224.SP 0 0.00
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. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGORA
DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keuangan
No NamgAng_gota NIK Anggota ANZEEE! Pemegang
Direksi et Dewan
Direks Lain . Saham
Komisaris
1 Eddy Muchtadi, SE. 1019.203.SP Tidak Ada
2 H. Nono Roehiono, | 1023.224.SP Tidak Ada
SE.
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
Hubungan Keluarga
Anggota Anggota
No | NamaAnggota NIK Direks Dewan Pemegang Saham
Lan Komisaris
1 Eddy Muchtadi, | 1019.203.SP | Tidak Ada | Tidak Ada Tidak Ada
SE.
2 H. Nono | 1023.224.SP | Tidak Ada | Tidak Ada Tidak Ada
Roehiono, SE.
. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Persentase
Np | DETEALETEIDEER NIK Nominal (Rp) | Kepemilikan
Komisaris (%)
1 H. Nanang Cahyana, SE., 0 0 0.00
MM., MBA.
2 Nurdin, SH., MM. 0 0 0.00
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
Nama Anggota <siEl AEESIETS
No ggota NIK Bank Nama Perusahaan Lain | Kepemilikan
Dewan Komisaris .
Lain (%)
1 |H. Nanang | 0516.178.SP - -
Cahyana, SE., MM.,
MBA. - -
2 | Nurdin, SH., MM. 1015.177.SP - -
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. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN

KOMISARISDENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARISLAIN, ANGGOTA DIREKSI
DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan K euangan

Anggota

No Nama?gr%?gﬁgwan NIK Dewan Anggota Pemegang
Komisaris Direksi Saham

Lain
1 | H. Nanang Cahyana, | 0516.178.SP Tidak Ada
SE., MM., MBA.
2 | Nurdin, SH., MM. 1015.177.SP Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Hubungan Keluarga
Nama Anggota Anggota
No Dewan Komisaris NIK Dewan AR FEMELEIE
S Direksi Saham
Komisaris Lain

1 |H. Nanang | 0516.178.SP | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Cahyana, SE.,

MM., MBA.
2 Nurdin, SH., MM. 1015.177.SP Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITASLAIN BAGI DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARISYANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan
Berdasarkan RUPS

Direksi Dewan Komisaris
. : Jumlah Jumlah
NE LEMIS REMUNEES Jgglna;]h Keseluruhan Jcl;glnzh Keseluruhan
(Rp) (RP)
1 | Gai 2 394.500.000 2 189.600.000
2 | Tunjangan 2 401.602.956 2 130.834.637
3 | Tantiem 0 0 0 0
4 | Kompensas berbasis - - - -
saham
Remunerasi lainnya - - - -
Total 796.102.956 320.434.637
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2. Uraan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No | JenisFasilitasLain UraianFasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)
(dalam 1 tahun) Direksi Dewan Komisaris

1 | Perumahan 15.000.000 16.000.000
2 | Transportasi 168.000.000 87.600.000
3 | Asuransi Kesehatan 11.520.000 3.840.000
4 | Faslitas Lainnya - -

Total Fasilitas 194.520.000 107.440.000

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH
K eterangan Perbandingan

Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah 5:1
Rasio ggji Direksi tertinggi dan terendah 1:1
Rasio ggji Komisaristertinggi dan terendah 1:1
Rasio ggji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 2:1
Rasio ggji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi 1:1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

Kode Komponen Tanggal Rapat ‘Illgelﬁz Topik/Materi Pembahasan
I D I T B g
2 081010000000 20250218 10 Rapatbtlfltggrgss;r i&ZOEZVSaI uasi
s | omeomm | msms | o | TSR
O I N
5 081010000000 20250521 9 Rapat Eu?grr]d’&nﬁ gcoggal uasi
6 081010000000 20250625 10 Rapat ﬁ&%fhﬁi’i‘ ;(c) 2E5va1 uasi
! oTeeoe 20250710 8 a1 2025
~ | oo s | e s e
5 081010000000 20250826 10 Rapat Koordinasi & Evauas
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bulan Juli 2025

10

081010000000

20250924

Rapat Koordinas & Evauas
bulan Agustus 2025

11

081010000000

20251023

Rapat Koordinasi & Evduasi
Pengurus Triwulan [11 2025

12

081010000000

20251118

10

Rapat Koordinasi & Evduasi
bulan Oktober 2025

13

081010000000

20251225

10

Rapat Koordinasi & Evduasi
bulan November 2025

14

081010000000

20251023

12

Risalah Rapat Dewan
Komsaris Triwulan 11 Tahun
2025 Group Jabar

15

081010000000

20250121

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Desember
2025

16

081010000000

20250217

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Januari
2025

17

081010000000

20250317

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Februari
2025

18

081010000000

20250428

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Maret
2025

19

081010000000

20250521

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan April
2025

20

081010000000

20250620

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Mei 2025

21

081010000000

20250724

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Juni 2025

22

081010000000

20250820

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Juli 2025

23

081010000000

20250916

Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Agustus
2025
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24 081010000000 20251029 6 Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan
September 2025
25 081010000000 20251117 6 Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan Oktober
2025
26 081010000000 20251219 6 Rapat Koordinas
Pengawasan Bulan
November 2025
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
Tingkat
No Nama Anggota NIK Frekuensi Kehadiran Kehadiran
Dewan Komisaris (100%)
Fisik Telekonfrens
1 [ H Nanang | 0516.178.SP 17 9 100
Cahyana, SE.,
MM., MBA.
2 | Nurdin., SH., MM. | 1015.177.SP 17 9 100

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)
Dalam tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan interna (internal fraud) yang dilakukan oleh

pengurus dan/atau karyawan Bank Nusamba Singaparna.

Jumlah penyimpang internal sebagaimanatercermin dalam daftar table sebagai berikut :

Jumlah Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Penyimpangan o Dewan : Pegawai Tidak
Internal (Dalam 1 Dl Komisaris R ICED Tetap
Tahun) 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025
Total Fraud nihil | nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil
Teah . . . .
Disel essikan Nihil Nihil Nihil Nihil
Daam  — proses | \unii | Ninil | Nihil | Nihit | Nibil | Nikit | Nibit | Nihil
penyelesaian
Belum diupayakan |\ oo | Nikit | Ninil | Nkl | Nikil | Nibil | Nikil | Nibil
penyelesaiannya
Teah
ditindaklanjuti Nihil Nihil Nihil nihil
proses hukum
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J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum yang dihadap oleh Bank Nusamba Singaparna selama tahun 2025, tidak
terdapat kasus pidana yang telah diselesaikan, dengan rincian sebagaimana table berikut :

Jumlah (Satuan)
Permasalan Hukum Perdata Pidana
Telah selesal (telah mempunyal kekuatan hokum yang tetap) Nihil Nihil
Dalam proses penyelesaian Nihil Nihil
Tota Nihil Nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nilai
Nama dan Jabatan Nama dan Jabtan : .
No| Pihak yang Memiliki Pengambil Jenis | Transaksl | ovangan
: Transaksi (Juta
Benturan Kepentingan Keputusan Rupiah)

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2025 sebesar Rp. 6.088.000,- dengan rincian

sebagal berikut :
Tanggal Jenis Kegiatan Penjelasan Kegiatan Penerima Dana Jumlah (Rp)
Pelaksanaan
(Sosial/Politik)
1 20250114 1 SUMBANGAN RAJABAN RT 20000
2 20250115 1 SUMBANGAN PNERBITAN BU TEAM BULETIN 200000
3 20250117 1 BANGAN LSM DKM 20000
4 20250121 1 SUMBANGAN MEDIA MIN MEDIA BULETIN 25000
5 20250130 1 PERELEK BLN JANUARI RT 20000
6 20250204 1 SUMB ISRA MIRAJ RJAK G DKM 100000
7 20250205 1 BANGAN YAYASAN SANGGAR BENDAHARA 50000
8 20250212 1 SUMBANGAN BULETIN MSJI DKM 200000
9 20250224 1 SMBANGAN DONASI S PESANTREN 500000
10 20250228 1 PERELEK BLN FEB RT 20000
11 20250307 1 PARTISIPASI TAKJIL TEAM GRIB 25000
12 20250312 1 SUMBANGAN MESJID KGTN DKM 100000
13 20250312 1 KRJASAMA BULETIN MSID DKM 200000
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14 20250317 1 PARTISIPASI TAIIL G RT 50000
15 20250324 1 PERELEK BLN MARET RT 20000
16 20250416 1 SUMBANGAN PMBUATAN BU DKM 200000
17 20250430 1 PERELEK BLN APRIL RT 20000
18 20250507 1 KERJASAMA PMBUATAN BU RT 200000
19 20250509 1 SUMB PARTISIPASI BELA RADIO 25000
20 20250528 1 PERELEK BLN MEI RT 20000
21 20250616 1 KRISAMA PENERBITAN BU DKM 200000
22 20250618 1 SUMBANGAN CAMAT CUP KECAMATAN 50000
23 20250630 1 PERELEK BLN JUNI RT 20000
24 20250716 1 PMBUATAN BULETIN MSJD DKM 200000
25 20250716 1 SUMB PEMB MESJID AL-MU DKM 25000
26 20250718 1 SUMBANGAN U/ ACARA GRU RT 200000
27 20250724 1 SUMBANGAN HARI JADI K DINAS 500000
28 20250728 1 SUMBANGAN PARTISIPSI T RT 50000
29 20250731 1 PERELEK RT 01 RJP BLN RT 20000
30 20250806 1 HUT RI DSN MEKARSARI R RT 25000
31 20250806 1 HUT RI MUDA/I PALEDAN RT 50000
32 20250807 1 SUMB HUT RI PAMEKARSAR RT 25000
33 20250811 1 SUMBANGAN PARTISIPAS RT 50000
34 20250811 1 SUMBANGAN HUT RI RAJA RT 100000
35 20250812 1 SUMB KEG AGSTS DESA PK RT 50000
36 20250813 1 SUMB HUT RI LEGOK RT 25000
37 20250819 1 SUMB AGT AN RT RUJAK G RT 200000
38 20250828 1 SUMBANGAN AGSTSN SDN 1 KEPALA SEKOLAH 222000
39 20250901 1 PERELEK BLN AGUST RT O RT 20000
40 20250916 1 SUMBANGAN HUT PGRI SUK DINAS PENDIDIKAN 100000
41 20250924 1 KRJIASAMA PNERBITAN BU DKM 200000
42 20250924 1 SUMBANGAN HUT FKPPI FKPPI 25000
43 20250930 1 PERELEK BLN SEPT KA RT 20000
44 20251009 1 SUM KEG RT03 RW10 PAKE RT 20000
45 20251103 1 IURAN PERELEK RT.O RT 20000
46 20251119 1 KRJIASAMA PNERBITAN BU RT 200000
47 20251128 1 PERELEK RT 01 RJP BL RT 20000
48 20251210 1 SMBANGAN BULETIN MSJD DKM 200000
49 20251212 1 PARTISIPASI BHAYAN POLRI 50000
50 20251212 1 SUMBANGAN MESIJI DKM 1000000
51 20251212 1 SPONSHORSHIP U/ KE BKC 36000
52 20251219 1 SUMBANGAN HUT S SATPAM 150000
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Dalam tahun 2025, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.

BAB |11
PENILAIAN SENDIRI

A. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASESSMENT)

Pada tahun 2024, Bank Nusamba Singaparna melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas
penerapan tata kelola sesual dengan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 9 Tahun 2024 tentang
penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah dan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tatakelola, yaitu :
1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;

2. Proses Penerapan TataKelolg;

3. Hasil Penerapan TataKelola.

Penerapan Tata Kelolayang Baik pada BPR dan BPR Syariah sebagai mana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit diwujudkan dalam:

a. Aspek pemegang saham;

b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;

c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;

d. Kelengkapan dan pel aksanaan tugas komite;

e. Penanganan benturan kepentingan;

f. Penerapan fungsi kepatuhan;

g. Penerapan fungsi audit intern;

h. Penerapan fungsi audit ekstern;

i. Penerapan mangemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
j. Batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
K. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;dan

|. Rencanabisnis BPR dan BPR Syariah.

Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola tahun 2025 diperoleh nilai
komposit 1,91 dengan peringkat komposit adalah “Baik”, sebagaimana tercermin dalam tabel di
bawah ini :

No Faktor yang dinilai Nilai Faktor
1 | Aspek pemegang saham Nilal 1 ( Sangat
Memadai)
2 | Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang | Nilai 2 (Memadai)
Direksi
3 | Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang | Nilai 2 (Memadai)
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No Faktor yang dinilai Nilali Faktor
Dewan Komisaris komite

4 | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Tidak Dinilai

5 | Penanganan benturan kepentingan Nilai 1 (Sangat

Memadai)

6 | Penerapan fungsi kepatuhan Nilai 2 (Memadai)

7 | Penerapan fungsi audit intern Nilal 2 (Memadai)

8 | Penerapan fungs audit ekstern Nilali 2 (Memadai)

9 | Penerapan mangemen risiko dan strategi anti | Nilai 2 (Memadai)
fraud, termasuk sistem pengendalian intern

10 | Batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas | Nilai 2 (Memadai)
maksimum penyaluran dana BPR Syariah

11 | Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi | Nilai 2 (Memadai)

12 | Rencanabisnis BPR dan BPR Syariah Nilali 2 (Memadai)
Peringkat Komposit 2
Predikat Komposit Baik
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B. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

NamaBPR : PT BPR NUSAMBA SINGAPARNA
Posisi : Tahun 2025
Hasi| Penilaian Sendiri (Self Assement) Penerapan Tata Kelola
Peringkat Komposit Predikat Komposit
2 Baik
Kesimpulan

Mangjemen BPR telah mel akukan pel aksanaan tata kel olayang secaraumum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kel emahan pelaksanaan prinsip tatakelola, secaraumum
kel emahan tersebut kurang signifikan dan dapat disel esai kan dengan tindakan normal oleh mangjemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

10.

11.

Implementasi struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondis terpenunhi
secara keseluruhan.

Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
Direksi yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.

Mangjemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab,
dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa dstruktur  dan  infrastruktur  Penanganan  Benturan
Kepentingan BPR tergolong terpenuhi secara kesel uruhan.

Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah
terpenuhi secara keseluruhan.

Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara
keseluruhan.

Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai
terpenuhi secara keseluruhan.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Mangemen Risiko dan Strategi
Anti Fraud BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.

Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR struktur dan infrastruktur Batas
Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini dinilai
terpenuhi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi
secara keseluruhan.
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B. Faktor Positif Proses Penerapan TataKeola

1.

2.

10.

11.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong

memadali .

Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Direksi yang dimiliki BPR adalah memadai.

Implementasi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Dewan Komisaris di BPR menunjukkan kondisi memadai.

Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki

BPR dinilai memadai.

Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki

BPR dinilai memadai.

Proses penerapan tata kel ola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR saat ini dinilai memadai.

BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern proses penerapan tata kelola
Penerapan Fungs Audit Ekstern yang dinilai memadai.

Penilaian terhadap proses penerapan tata kel ola Penerapan Mangjemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang

dimiliki BPR adalah memadai.

Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR

dinilai memadai.

Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi
Informasi pada BPR dinilai memadai.

Implementasi proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi memadai.
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C. Faktor Positif Hasil Penerapan TataKelola

1. Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR hasil penerapan tata kelola Aspek
Pemegang Saham dinilai memadai.

2. Implementasi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direks di
BPR menunjukkan kondis memadai.

3. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.

4. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dengan
penilaian memadai.

5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
tergolong memadai .

6. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR saat ini dinilai memadai.

7. Ditinjau dari sis regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki
BPR dinilai memadai.

8. Hasil penilaan menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Mangemen Risiko dan
Strategi Anti Fraud BPR tergolong memadai.

9. Mangemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Batas Maksmum Pemberian Kredit
berjalan dengan memadai.

10. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
yang dimiliki BPR adalah memadai.

11. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam
kondis memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Dalam ha struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola pada PT BPR Nusamba Singaparna secara umum
telah terpenuhi, baik dari kebijakan dan prosedur, pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang namun
masih perlu dilakukan rekrutimen karyawan untuk memperlancar operasiona bank dan pertumbuhan kredit
perusahaan.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan TataKelola

Bank perlu untuk melakukan kgji ulang terhadap Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki
agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator. Diperlukan pelatihan dan pengembangan SDM secara
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM agar nantinya dapat meningkatkan value
perusahaan.

C. Faktor Negatif Hasi| Penerapan TataKelola

Pencapaian RBB bulan Desember 2025 belum sepenuhya tercapal yaitu target Kredit yang diberikan hanya
tercapal 79,99%, dan belum tercapainyatarget penyelesaian NPL.
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AL Raga Thaai Mo &8 Clpekn

nusamba s it
Tl (2345} 545782

bpr nusamba singapama tmal - nsbspagvahoccom

Nomor : 018SGPDIR/M12026 Tasikmalaya, 26 Januari 2026

Kepadsa Yith :

PT. Scatra Modal Harmoni

Menara Hijau Lt. 5

J1. MT. Haryono Kav. 33

JAKARTA

u.p. Bpk. JOKO SUYANTO, SE. MM

Perihal : Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025

Dengan Hormat,

Bersadarkan POJK Mo. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Kevangan dan Transparansi Kondisi Keuansan Bagi Bank Perekonomian
Rakyal dan surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEQIK 03/2024 2074 tentang
Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Kevangan dan Transparansi Kondisi
Keuangan Bagi Bank Perckonomizn Rakyat.

Maka Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan PT BPR Nusamba Singapama
Periode Tahun Buku 2025,

Dremikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanyn kami neapkan terima kasil,

Hormat Kami,
PT. BPE NUSAMBA STHGAPARMNA

T3 g //'

bpr nusamba sigapama

EDDY MUCHTADI SE H, NONO ROEHIONO |, 5F,
Drirektur Utama Direktur

CC. - Yth, Dewan Komisaris FT BPR Nusamba Singaparna
- Arsip,-
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